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ABSTRACT 
 This study aims to determine the implementation of the policy program 
supervision of primary school education and the factors that affect implemntasi 
elementary school supervision programs.  
The research was conducted in Merauke District . The method used in this 
study is a qualitative analysis using the method wawacara depth, descriptive study 
was intended to describe the research data in accordance with the variables to be 
studied, without testing the hypothesis. in the data analysis model consists of three 
components: data reduction, data presentation, and conclusion. 
Based on the results obtained in this study is the implementation of the 
supervision program for supervisors in elementary school in Merauke district.  
The results show that have not been successful due to the absence of a clear 
work program received directly or indirectly to the school. So that all activities are 
carried out only lead to a mind of its own that is not through good planning. And 
this situation also affect the political situation . 
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A. PENDAHULUAN  
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 
Nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 
nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab. 
Peningkatan mutu pendidikan akan berkaitan erat dengan pelaksanaan 
program supervisi yang telah disusun, dan apabila program tersebut berjalan 
sesuai pedoman yang ada maka bisa membantu meningkatkan kemampuan guru 
dalam mengajar. Guru dituntut secara profesional untuk terus mengembangkan 
diri agar dapat mengikuti perkembangan yang cepat dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan yang menjelaskan Pasal 3, “Standar Nasional Pendidikan 
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu” . 
Pasal 55, “ Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan” . Pasal 56,                    
“ Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite 
sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang 
berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, 
efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan” . Pasal 57, “ Supervisi yang 
meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan 
berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala 
satuan pendidikan” . 
Menurut Departemen Pendidikan Nasional 1997, kegiatan supervisi ini 
dilakukan oleh Pengawas Sekolah yang bertugas di suatu Gugus Sekolah. Gugus 
Sekolah adalah gabungan dari beberapa sekolah terdekat, biasanya terdiri atas       
5 - 8 Sekolah Dasar. Hal-hal yang diamati pengawas sekolah ketika melakukan 
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kegiatan supervisi untuk memantau kinerja kepala sekolah, diantaranya 
administrasi sekolah meliputi : 
1. Bidang Akademik, menyusun program tahunan dan semester; 
2. Bidang Kesiswaan, mengatur pelaksanaan penerimaan siswa baru 
berdasarkan peraturan penerimaan siswa baru; 
3. Bidang Personalia, mencakup kegiatan: mengatur pembagian tugas guru; 
4. Bidang Keuangan, mencakup kegiatan: menyiapkan rencana anggaran 
dan belanja sekolah; 
5. Bidang Sarana dan Prasarana, penyediaan dan seleksi buku pegangan 
guru; 
6. Bidang Hubungan Masyarakat, kerjasama sekolah dengan orang tua 
siswa; 
 
Program Supervisi Pendidikan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah 
Dasar pada Distrik Merauke, ditemui belum optimal, masalah yang Nampak 
bahwa dalam pelaksanaan program, pengawas (supervisor) tidak berdasarkan 
suatu pedoman/petunjuk, pengawas tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi 
(Tupoksi) yang jelas, pelaksanaan program supervisi tidak pernah terprogram atau 
terencana dengan baik, pengawas melakukan adanya pelaksanaan Ulangan Umum 
Semester (UUS) & Ujian Ebta serta Ebtanas, daya pemahaman pengawas tentang 
program supervisi masih rendah, pengawas jarang ke sekolah dan ke sekolahpun 
ada yang mewakili bukan pihak pengawas yang sebenarnya, hubungan kerja 
antara pengawas dengan pihak sekolah tidak harmonis karena sistim perekrutan 
pengawas tidak sesuai dengan prosedur dari pihak Dinas Pendidikan, perekrutan 
bukan berasal dari guru yang senior tetapi direkrut sistim kekeluargaan. Pada 
Distrik Merauke Kabupaten Merauke terdapat 13 Sekolah Dasar Negeri, 24 
Sekolah Dasar Swasta, 358 guru SDN- 375 guru swasta, dan 5.364 murid SDN- 
7.138 murid swasta. 
 
B. BAHAN DAN METODE 
1. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:4), adalah prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Mereka mengatakan pula bahwa pendekatan ini 
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Selain itu, 
Moleong (2010:11-12), mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih banyak 
mementingkan segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan 
bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam 
proses. 
 
2. Informan Penelitian 
Penelitian ini ingin menguraikan tentang, ” Implementasi program supervisi 
pendidikan sekolah dasar di Distrik Merauke Kabupaten Merauke”. Dengan 
demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, 1) Korwas 
(Koordinator Pengawas),  3) Kepala-kepala Sekolah dan  1) Guru 
 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Merauke khususnya wilayah Distrik Merauke, dalam jangka waktu 4 Bulan mulai 
bulan September – Desember 2013. 
  
4. Sumber Data 
Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan untuk dikaji 
dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan data kualitatif. Informasi akan digali 
dari berbagai sumber.  
a. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang 
ditentukan yang hubunganya denganpelaksana program supervise 
pendidikan di Distrik Merauke. 
b. Data Sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dokumentasi, dan 
data dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam 
penelitian ini. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
diteliti, maka dalam peneltian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
a. Observasi (pengamatan) Teknik pengumpulan data melalui 
pengamatan di lokasi yang diteliti secara langsung. Adapun 
pengamatan yang dilakukan berhubungan dengan hasil-hasil kegiatan 
serta dengan proses kegiatan program pengembangan, yaitu dengan 
melihat kegiatan-kegiatan pelaksanaan program. 
b. Studi Dokumentasi Mengumpulkan data dengan jalan meneliti mela lui 
dokumen-dokumen, buku dan literatur yang ada, yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.  
c. Wawancara mendalam Teknik pengumpulan data untuk informasi 
dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam 
dengan informan atau nara sumber yang dianggap berkompeten 
terhadap sesuatu permasalahan. Dengan demikian dimungkinkan 
wawancara dilakukan secara berulang untuk melengkapi data yang 
telah diperoleh sebelumnya. 
 
6. Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian secara deskriptif ini dimaksudkan untuk 
mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, 
tanpa melakukan pengujian hipotesa. Dalam model analisis data terdiri atas tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Penjelasan ketiga komponen tersebut sebagai berikut : 
a. Reduksi data, merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan 
dan abstraksi data yang ada dalam fild note (catatan di lapangan). 
b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian argumentasi informasi 
yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 
Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah        
dalam bentuk tabel naratif.  
c. Penarikan kesimpulan, merupakan suatu usaha menarik konklusi dari 
hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data.  
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C. HASIL PENELITIAN  
1. Pelaksanaan Program Supervisi Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di 
Distrik Merauke 
  
Dibawah ini adalah hasil penelitian implementasi kebijakan program 
supervisi pendidikan di Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke. 
a. Supervisi Manajerial 
Esensi supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap 
pengelolaan dan administrasi sekolah. 
Demikian juga seperti petikan hasil wawancara yang disampaikan oleh 
informan Kepala UPTD Wilayah I Merauke bahwa;  
“ Ada 4 pengawas yang ada pada wilayah I Merauke, 48 SD Mereuke 1, Merauke 
2 pengewas 3, pengawas 4 sota nokenjeray, narariwu, yg mana mereka sudah 
terbagi. kemudian menyakut dana begitu kecil dengan menggunakan kendaraan 
menuju Erambu, Toray, Rawa Biru, Kondo, Kemudian para pengawas juga di 
bekali dengan hal-hal baru ada beberapa pengawas berangkat untuk mengikuti 
diklat, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang ada. 
Dilklat perlu dibekali dengan proses pembelajaran yang baru sehingga perlu 
kedepan dilakukan rekrutmen jangan dilihat dari senioritas hal ini mempengaruhi 
para pengawas dimana faktor usia yg mempengaruhi sehingga berdampak pada 
kualitas pengawasan itu sendiri, kedepan perlu dilakukan rekrutmen sehingga 
tidak dilakukan seperti yg sudah berjalan sekarang, sehingga kedepan peningkatan 
mutu pendidikan di SD akan baik. Factor senioritas sangat diperlukan sehingga 
ditunjuk/diangkat menjadi pengawas hal ini berdampak kepada program 
pengawasan itu sendiri, kedepan bagaimana dilakukan pengawasan tidak dilihat 
dari senioritas tetapi dilihat pada kemampuan individu seseorang untuk dijadikan 
sebagai pengawas pada tingkat SD sehingga mutu pencapaian juga bisa 
ditingkatkan, ada juga factor lain adalah kepentingan politik dimasukan kedalam 
proses perekrutan tersebut sehingga berpengaruh pada kualitas dari program 
pemgawasan itu sendiri” . (Tgl 05 Desember 2013). 
 
Mengamati apa yang disampaikan oleh informan tersebut melalui hasil 
wawancara bahwa penentuan pengawas sebenarnya dilihat dari faktor senioritas 
bukan faktor karena keluarga, kenalan, ataupun karena politik, namun dasar 
hukum penunjukan legalitasnya  pengawas tercantum dalam Peraturan 
Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil;  
1. PP No 16 tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
sipil. 
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2. Keputusan Menpan No.118/1996 tentang jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah dan angka kreditnya.  
3. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No.0322/0/1996 
dan No.38 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan 
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.  
4. Keputusan Mendikbud No.020/U/1998 tentang petunjuk teknis 
Pelaksanaan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 
Kreditnya. 
 
Hal ini menunjukan bahwa penunjukan pengawas seperti yang dilakukan 
oleh pemerintah kabupaten merauke yang tidak berdasarkan peraturan yang ada 
maka sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) 
di wilayah I merauke. Apalagi sistim penunjukanpun sangat terpengaruh oleh 
politik, dimana factor kekuasaan sangat berperan sehingga politik merupakan 
faktor utama dalam pengambilan keputusan : 
 
“ Ditambahkan pula oleh KUPTD bahwa pengawas di wilayah ini mereka jarang 
hadir di kantor, satu minggupaling tinggi hanya sekali, dan mereka justru banyak 
baraktifitas di luar kantor, sehingga pada saat dibutuhkan kemudian akan 
dihubungi via telefon. Pernyataan ini menandakan pula bahwa ketika para 
pengawas jarang kekantor, apa yang mereka kerjakan? Dan ini berpengaruh pula 
pada kualitas kerja mereka “. 
 
Lain halnya dengan informan Kepala Sekolah SD Polder melalui hasil 
wawancaranya bahwa : 
 
“ Mereka jarang sekali datang, kadang pengawas pantau tetapi tidak masuk kelas 
hanya mereka lihat saja setelah itu mereka pulang. Kalau saya supervise kelas 
jarang sekali terjadi kalau memantau sekolah tentang proses belajar, kemarin ada 
pengawas pendamping kurikulum yang datang, pengawas tersebut masuk pada 
kelas yaitu kelas 1 dan 4 melihat proses belajar mengajar dimana kelas tersebut 
menjadi kelas percontohan kurikulum 2013 sehingga mereka turn memantau 
langsung ke kelas tersebut dan pengawas tersebt jarang sekali datang ke sekolah”. 
(Tgl 09 Desember 2013). 
 
Mengacu pada pernyataan diatas bahwa pihak sekolah merasa resah karena 
kurang adanya kepedulian dari pengawas tentang tugas dan tanggungjawabnya, 
seperti yang tertuang dalam Kep. MENPAN No. 118 tahun 1996 Pasal 2, tugas 
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pokok pengawas adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada 
sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. 
Tugas menilai dan membina bukanlah tugas yang ringan, yang sekedar datang 
berkunjung ke sekolah untuk berbincang-bincang sejenak dan setelah itu pulang 
tanpa ada tidak lanjutnya. Tugas menilai dan membina membutuhkan kemampuan 
dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, 
ketepatan memberikan treatment yang diperlukan serta komunikasi yang baik 
antara pengawas sekolah dengan setiap individu di sekolah. Arti pembinaan 
sendiri adalah memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam 
pelaksanaan pendidikan di sekolah, untuk itu diperlukan keteladanan dari pihak 
pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kemampuan-
kemampuan tersebut diharapkan pengawas sekolah dapat menjadi partner kerja 
yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolahnya, bukan menjadi 
seorang “pengawas” yang menakut-nakuti pihak sekolah. 
 
Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan melalui hasil wawancara oleh 
informan Kepala Sekolah SD Bampel bahwa : 
  
“ Pada tahun-tahun yg lalu supervise berjalan tetapi tidak kontinyu tetapi sesekali 
kepada kepala sekolah, contoh saja mereka bisa lakukan kegiatan supervise pada 
sekolah di luar kota seperti ditanah miring tetapi di kota mereka tidak lakukan 
pengawasan, pada hal sekolah di kota juga membutuhkan mereka, tatapi mereka 
tidak datang mereka pikir sekolah yg ada di kota semuanya sudah bagus tapi kami 
sangat membutuhkan hal tersbut. Program bermutu apabila mereka datang tetapi 
kehadiran mereka karena program tersebut. Pada saat ujian akhir keterlibatan 
langsung karena di dalam kota tidak pernah hadir atau kontinyu/terjadwal tugas 
pengawas” . (14 Tgl Desember 2013). 
 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat di amati bahwa pengawas dalam 
menjalankan tugasnya hanya khusus pada saat Ujian Akhir, padahal kehadiran 
mereka bukan hanya pada saat Ujian. Ditambahan pula oleh informan tersebut 
bahwa karena tidak adanya kunjungan yang baik dari pihak pengawas sehingga 
ada sebagian guru pada sekolah tersebut mengatakan bahwa mereka bahkan 
belum mengenal para pengawas wilayah ini.  
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Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah, Berdasarkan Amanat               
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2008 tentang Guru Dan Pengawas, khususnya yang berkaitan dengan tugas 
guru dan pengawas. Agar pemenuhan tugas guru dan pengawas dapat 
direalisasikan dengan baik, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai 
pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat 
menjadi acuan bagi guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas guru dan pengawas.  
Selanjutnya melalui beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 
bahwa, pengawas pada wilayah I merauke dalam menjalankan tugasnya belum 
sesuai dengan peraturan yang ada.  
 
b. Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program 
Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya, maka upaya 
menjelaskan apa yang terjadi selama pelaksanaan  dilakukan dengan  
mengidentifikasi faktor faktor yang berpengaruh. Dalam mengidentifikasi hal ini  
ditekankan pada faktor  yang berkaitan  dengan beberapa hal yaitu : Komunikasi 
dan Sumber Daya. Untuk itu masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut; 
c. Faktor berpengaruh yang berkaitan dengan komunikasi 
Dalam kaitannya dengan faktor komunikasi, kenyataannya persoalan ini 
juga menjadi faktor yang berpengaruh dan yang cukup dirasakan oleh pelaksana 
maupun penerima program.  Hal ini berkaitan  dengan pedoman pelaksanaan 
program supervisi pendidikan yang tidak  dimiliki  oleh para pengawas.  
Komunikasi yang sering dilakukan yakni ada 2 jenis bentuk komunikasi 
yang secara umum diterapkan diberbagai organisasi antara lain; komunikasi 
tertulis dan komunikasi lisan, agar memperlancar segala aktifitas pada organisasi 
tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh para pengawas wilayah I 
merauke seperti diungkapkan oleh informan (Kepala UPTD) berikut : 
“ Penyaluran konmunikasi yg dilakukan oleh para pengawas sendiri tidak begitu 
jelas, sering ditunjuk beberap orang pengawas saja untuk mengikuti kegiatan 
diklat yg nantinya memberkan informasi kepada pengawas yg lain tetapi hal ini 
tidak dilakukan sebuah komunikasi yg baik kepada semua pengawas, dan  kegiatan 
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yg diikuti tersebut mereka tidak mengifomasikan kepada semua pengawas, tetapi 
mereka menyembunyikan informasi tersebut untuk mereka sendiri ”. 
(Tgl 05 Desember 2013). 
 
Mencermati hasil wawancara yang dilakukan oleh informan diatas bahwa, 
komunikasi yang diterapkan oleh pihak pengawas belum sesuai dengan 
mekanisme/prosedur yang ada, tetapi hanya melalui penunjukan langsung tanpa 
ditapis sesuai kebutuhan dan besik dari pengawas tersebut. Dan kelihatan pula 
bahwa tidak ada dorongan/fungsi control bagi para pengawas yang mengikuti 
kegiatan pelatihan dan lain- lain agar hasilnya akan disoialisasikan. 
Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kinerja pengawas dinilai 
sangat rendah akibat dari tugas dan fungsi  mereka tidak diperankan secara baik. 
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Penugasan Pengawas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru 
Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, 
pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. 
Ruang lingkup tugas pengawas adalah melakukan pembimbingan dan 
pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalensinya dengan 24 (dua 
puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang 
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Tugas pokok pengawas satuan 
pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, 
pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan 
prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah 
pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Dilihat dari tugas pengawas 
yang ada maka diharapkan pengawas harus menunjukan perannya agar kualitas 
pendidikan pada tingkat SD di daerah ini bias meningkat. Seperti ditambahkan 
pula oleh informan tersebut bahwa pengawas tiba di sekolah hanya tepat pada 
kegiatan pelaksanaan Ujian. Itupun tidak ada pemberitahuan untuk pihak sekolah 
dan mereka hanya kaget dengan kehadiran para pengawas. Hal Yang Mirip 
disampaikan pula oleh informan Kepala Sekolah Budi Mulia berikut ini bahwa :  
“ Sebagai kepsek menilai sudah bagus artinya sementara ujian mereka datang, 
ujian semester, ujian nasional, mereka sendiri juga punya andil di sekolah kami 
karena mereka datang Program dinas kalau dikatakan program tertulis tapi tidak 
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datang tiba-tiba bagaimana, kami pihak sekolah tetap terbuka program namun 
tidak beritahu ke kita untuk melihat situasi di lapangan”. 
 (Tgl 12 Desember 2013). 
 
Dari kutipan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa pada prinsipnya 
pihak sekolah sangat membutuhkan kehadiran para pengawas dan selalu 
menunggu kedatangan mereka namun mereka tidak hadir pula. Hal ini merupakan 
kelemahan pengawas tentang kurangnya kesadaran dalam menjalankan tugas 
mereka. 
Melalui penelitian yang kami lakukan ternyata kejadian dilapangan bahwa 
kantor para pengawas SD wilayah I merauke jarang sekali pintunya terbuka. 
Berulang kali kami kunjungi namun menemukan hal yang sama. Diamati dari 
beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawas 
wilayah I merauke dalam melaksanakan tugasnya belum mampu membangun 
komunikasi yang baik antara mereka dengan pihak sekolah dalam bentuk tertulis 
maupun lisan. 
 
d. Faktor berpengaruh yang berkaitan dengan Sumber daya  
Sumber daya merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 
suatu pekerjaan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. 
Namun  bagaimana  cara pengelolaan atau pemanfaatan kedua sumber ini dalam 
suatu pelaksanaan tugas. 
Pengelolaan sumber daya pada lingkungan dinas pendidikan khususnya 
pengawas pada wilayah merauke, terlihat sangat rendah seperti nampak pada hasil 
wawancara dengan seorang informan (Kepala UPTD) sebagai berikut;  
“ Kedepan perlu dilakukan semacam diklat melibatkan para pengawas dimana 
setelah berakhirnya kegiatan diharapkan menginformasikan kepada para 
pengawas yg lain sehingga informasi tersebut bisa diketahui oleh para pengawas 
yg lain, sehingga pelaksanaan program pengawasan bisa berjalan sesuai yg 
diharapkan dan membawa dampak positif dan perubahan pada para pengawas itu 
sendiri.  diikuti oleh para pengawas perlu dilakukan pengkaderan sehingga 
informasi itu disampaikan kepada semua pengawas,  
memang sudah buat tapi mereka eksekusi kegiatan agak sulit karena terbentur 
dengan dana/anggaran dimana 4 orang pengawas mendapat anggaran pengawas 
hanya berjumlah 5 juta rupiah sedangkan dilihat secara keseluruhan wilayah yg 
dilakukan oleh para pengawsan itu sendiri sangant luas dimana seorang pengawas 
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harus melakukan pengawasan pada 12 SD yg tersebar pada distrik merauke hal ini 
menjadi pemicu, kadang-kadang mereka menggunakan dana sendiri setelah dana 
keluar baru mereka menggantikan.  
Apakah SDM kedepan perlu dilakukan rekrutmen dimana bukan ditunjuk oleh 
kepala dinas nota bene adalah mereka yg sudah lanjut usia tapi mereka 
memberikan kepada orang lain yg mempunyai kemampuan sehingga, program 
pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik, kalau hal terus menerus akan 
mempengaruhi program pengawsan itu sendiri akibatnya program tidak berjalan 
semaksimal mungkin, dimana factor usia juga menjadi pengaruh dalam 
pelaksanaan program tersebut. Selalau saya ajak mereka/teman-teman untuk turun 
bersama ke lapangan untuk mengawasi kegaitan yg ada di sekolah, karena mereka 
setelah dilantik mereka tidak melakukan pengawasan”. 
 (Tgl 05 Desember 2013). 
 
Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut diatas dapat 
diinterpretasikan bahwa pelaksanaan tugas pengawas tidak ditunjang dengan dana 
/biaya, dimana sekolah-sekolah yang harus dikunjungi tidak semua berada pada 
posisi kota dan berdekatan. Selain itu factor yang utama berperan adalah factor 
sumber daya manusia, karena tanpa adanya sumber daya manusia semuanya akan 
hampa. Untuk itu pengawas harus bisa menyusun program kerja agar terencana 
dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Selain itu kemampuan dalam mengakses 
internet. Kemudian peningkatan sumber daya manusia juga dari peningkatan 
program pelatihan/pembinaan. Yang termasuk  dalam pengertian sumber daya 
pendidikan ialah: 1) Ketenagaan; 2) Dana; 3) Sarana dan prasarana  (Kepmen 
Dikbud Nomor :0668/U/1089 tentang Manajemen Terpadu Sumber Daya 
Pendidikan). 
Berbagai usaha perbaikan dan peningkatan kualitas guru baik melalui 
lembaga pendidikan maupun melalui penataran pendidikan dan latihan. Semua 
usaha itu mengarah kepada pengadaan tenaga guru yang profesional. Kemudian 
tercantum pula pada Permendiknas No 12 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret  2007 
Tentang Standar Pengawas Sekolah/Mandrash, dan lebih ditekankan lagi pada PP 
No 19 Tahun 2005  tentang standar nasional pendidikan pasal 23 ayat 3 yaitu; 1) 
Kompetensi Pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta 
didik, 2) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian, 3) 
Kompetensi sosial yaitu, merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 
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masyarakat, 4) Kompetensi profesional merupakan kemampuan pengusaan materi 
pembelajaran  secara luas dan mendalam. 
Dari hasil wawancara informan ini dapat di pahami bahwa pihak pengawas 
tidak pernah melakukan sosialisasi tentang program atau dengan kata lain ada 
pemberitahuan tentang program pengawasan agar diketahui oleh pihak yang ada. 
Mencermati apa yang disampaikan oleh beberapa informan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa perhatian pengawas tidak mengarah kepada tugas dan 
fungsinya dan tidak pula seluruh sekolah yang menjadi wilayah kerjanya tidak 
semua yang diperhatikan. Sehingga ada sekolah tertentu yang merasa tidak puas 
dengan kehadiran pengawas tersebut. Dengan demikian kinerja para pengawas 
dalam kegiatan supervisinya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.  
 
2. Profesional Guru 
Profesi guru merupakan suatu bentuk pekerjaan yang elastis yang harus 
disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Peningkatan kualitas 
guru harus senantiasa dilaksanakan untuk  menyesuaikan dirinya untuk  dengan 
perkembangan dan perubahan zaman. Setiap guru akan segera menyelesaikan 
segala sesuatu yang terkait dengan peraturan baru yang diberlakukan, seperti 
diungkapkan oleh informan Kepala UPTD, berikut : 
 
 “ Hasil akhir dari pengawasan, pengetahuan, ketrampilan ? 
Guru berdasarkan UU bahwa kita sebagai pegawai negeri harus bekerja, karena 
saya panggil mereka adalah rekan karena mereka selalau saya selalau mendorong 
kepada para pengawas untuk turun ke sekolah-sekolah, karena guru sekarang 
tidak bisa seperti guru-guru dulu tatapi mereka harus melakukan penerapan KTPS 
sedangkan sudah penerapan kurikulum 2013 sampai saat ini belum bisa 
diterapkan tetapi ada beberapa sekolah yg dijadikan sebagai sekolah percontohan 
antara lain adalah SD Impres Gudang Arang, SD Impres Polder, SD Impres 
Mopah Baru. Sampai sekarang pengawas SD belum melakukan pengawasan 
terhadap semua SD yg ada pada kota mereauke, hal ini berpengaruh besar 
terhadap perkembangan pendidikan SD secara keseluruhan, kebutuhan pengawas 
selalu terbentur dengan dana/anggaran sehingga hal ini dijadikan sebagai dasar 
dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. 
Survey awal? ternyata belum ada pengawas yang turun ke sekolah-sekolah. 
Penghargaan yang dilakukan oleh beberapa guru sehingga di anggkat menjadi 
pengawas SD, hal ini menjadi permasalahan pada para pengawas dimana mereka 
masuk pada usia senja yg seharusnya tidak boleh lagi mereka melakukan 
pengawasan kepada sekolah tetapi lebih pada factor politik yg ada pada daerah ini 
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sehingga menjadi hal pemicu permasalah dengan demikain, kedepan para 
pengawas dilakukan dengan seleksi sehingga pencapain mutu pendidikan SD jauh 
lebih baik, ketimbang dianggakat/ditunjuk oleh pimpinan, kedepan membuat 
sebuah metode seleksi yg baik sehingga bisa diangkat mempunyai kualitas dan 
SDM yg mendukung sehingga kegiatan pengawasan lebih dimaksimalkan 
ketimbang diangkat orang-orang yang dimana 2-3 tahun sudah masuk pada usia 
pensium, sehingga program kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan baik, hal 
ini menjadi factor pemicu terjadinya persoalan ditubuh pengawas itu sendiri ”. 
(Wawancara tgl 05 Desember 2013). 
 
Setelah memahami pendapat dari informan tersebut, maka dipahami bahwa 
peran pengawas sesuai peraturan yang berlaku tidak konek karena  pengawas 
dalam menjalankan tugas supervise ternyata tidak memiliki perencanaan yang 
baik dan program yang baik pula. Hanya disebut pengawas tetapi tindakannya 
dipengaruhi oleh situasi politik.  
Sesuai pengamatan kami secara langsung di lapangan bahwa kantor 
pengawas tidak pernah ada aktivitas dan tidak pernah pintu kantor terbuka,  
selama penelitian berlangsung. Sehingga kami mengalami kesulitan untuk 
mencari informan langsung dari pengawas.  Seperti yang disampaikan oleh 
informan Kepsek SD Polder yang hamper sama pernyataannya sebagai berikut :  
“ Sangat positif dengan adanya pantauan pimpinan kami guru2 selalu terpacu 
dengan kegiatan proses belajar, saya rasa guru2 disini sadah layak dan mereka 
tamat sekolah guru, kalau ada pemantaun dari atas iidak ada, mereka pengawas 
karena mereka senior dlm penmdidikan, sy tidak pernah melihat kesulitan mereka 
kesulitan karena saya tidak tahu tentang program mereka ”. 
(wawancara tgl 09 Desember 2013). 
 
“ Ada manfaat posetif kami sebagai tanaga pendidikan di SD kami perlu 
persiapkan diri, kalau program sekolah saya melakukan supervis d iadakan, saya 
tidak beri tahu kepada mereke bahwa saya melakukan program supervisi internal 
tentang proses belajar mengajar di kelas oleh para guru sendiri atau supervisi 
dadakan. 
Kadang saya membuat perbandingan program sekolah dengan program dinas 
sehingga kami bisa lakukan sendiri sebelum para pengawas datang tetapi kami 
selalu melakukan kegiatan supervisi internal baik dalam melakukan program 
sekolah sendiri. (wawancara tgl 12 Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara diatas menandakan bahwa pelaksanaan 
pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 
(tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di MGMP atau KKG. 
Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang 
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diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan 
kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada 
guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses 
pembelajaran/ pembimbinan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan 
profesionalitas guru ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, 
individual dan group conference, serta kunjungan kelas melalui supervise 
akademik. 
Tercantum pada Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 
dan Dosen, Bab III ; Prinsip profesionalitas dan Pasal 7 ayat ; (1) yang 
mengatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 
khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, sebagai berikut; 
1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 
ketagwaan, dan akhlak muli; 
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 
dengan bidang tugas; 
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 
kerja; 
7. Memilki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;  
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan; dan  
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 
hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.  
 
Pendapat yang berbeda dengan informan Kepala Sekolah SD Bampel 
sebagai berikut : 
 
“ Kami kelompok KKG saya sebagai ketua, saya selalu diikutsertakan dalam 
kegiatan-kegiatan diklat, selalu saya membagikan informasi kepada semua guru 
dan teman guru yg pada sekolah kami. 
Salah satu guru dari kami yg melakukan program kegiatan afiliasi yang dilakukan 
oleh Dinas bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang.  
Kami sebagai guru senior selalu memberikan bimbingan kepada para guru-guru 
muda di SD sehingga kualitas guru-guru muda meningkatkan dan kami selalu 
memberikan dukungan motivasi, dorongan selalu kepada para guru tersebut ”.   
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(wawancara tgl 14 Desember 2013). 
 
Dengan demikian melalui hasil wawancara yang di rangkum dalam tulisan 
ini maka dapat disimpulkan bahwa  pengawas sekolah pada sekolah dasar disrik 
merauke bekerja belum optimal karena tidak memiliki niat untuk menjalankan 
tugas sesuai dengan tupoksi serta karena penempatannya pengaruh situasi politik 
yang berdampak pada tidak adanya kesediaan diri untuk bekerja dan kemudian hal 
ini dapat berpengaruh pada prestasi guru serta perkembangan pendidikan pada 
sekolah sekolah yang merupakan wilayah kerjanya semakin menurun.  
   
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka ada beberapa factor yang dapat  
disimpulkan bahwa pelaksanaan program supervise bagi pengawas pada 
sekolah dasar distrik merauke, belum berhasil disebabkan karena tidak adanya 
program kerja yang jelas yang diterima secara langsung maupun tidak langsung 
kepada pihak sekolah. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan hanya mengarah 
kepada pikiran sendiri yang tidak melalui perencanaan yang baik. Tidak adanya 
koordinasi yang baik antara pengawas dengan pihak sekolah. Tidak adanya fungsi 
control dari pihak dinas terkait kepada para pengawas wilayah distrik merauke. 
Dissarankan kepada  Pemerintah Kabupaten Merauke agar lebih 
memperhatikan faktor pendidikan melalui kinerja para pengawas, pihak Dinas 
pendidikan dan pengajaran agar lebih meningkatkan fungsi kontrolnya secara 
khusus kepada para pengawas sekolah dasar wilayah distrik merauke, agar mutu 
pendidikan di wilayah ini lebih baik lagi; dan kepada Dinas pendidikan dan 
pengajaran agar melalukan pembinaan khususnya kepada para pengawas agar 
kualitas kerja mereka lebih optimal.  
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